
 
 
 

 
 

 
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

SEKRETARIAT DAERAH 
 

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
  

NOMOR 100.3.3.4/64 TAHUN 2025 
 

TENTANG 
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH 
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, 
  

Menimbang  : a. bahwa guna mewujudkan tata laksana pemerintahan yang 

efektif dan efisien Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

mendasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan 

Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah; 
 

b. bahwa agar pelaksanaan tata laksana pemerintahan dapat 

berjalan dengan lancar serta optimal khususnya terkait 

tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan 

Daerah, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada  huruf a,  dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional 

Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6867); 
 

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2025 Nomor 19); 
 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 

2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan 

Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi                   

Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91); 
 

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 

2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Tahun 2025 – 2045  (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159); 
 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 

2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170); 
 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
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         Ditetapkan di Semarang 
        pada tanggal 04 Desember 2025 
 

 
 
 

         SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
                     JAWA TENGAH, 

                              
                               ttd 
 

                         SUMARNO 
 

 

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.: 

1. Gubernur Jawa Tengah; 

2. Wakil Gubernur Jawa Tengah; 

3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; 

7. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur Di Lingkungan Pemerintah  Provinsi Jawa 

Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 

Nomor 37); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  
 

KESATU : Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran 

Keputusan Sekretaris Daerah ini. 

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum 

KESATU merupakan acuan bagi Tim Penyusun Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah agar sesuai 

dengan tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. Salinan sesuai dengan aslinya 
${jabatan_pengirim},         

       ${ttd_pengirim}   

${nama_pengirim} 
Pembina Utama Muda 
NIP. ${nip_pengirim}  

Haerudin, S.H., M.H.

Kepala Biro Hukum

197007291996031001

${ttd}
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 100.3.3.4/64 TAHUN 2025 

TANGGAL : 04 DESEMBER 2025 
TENTANG :  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH  
 

 
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

SEKRETARIAT DAERAH 

Nomor SOP  

Tanggal pembuatan  04 Desember 2025 

Tanggal revisi  04 Desember 2027 

Tanggal pengesahan  04 Desember 2025 

Disahkan oleh  Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Judul SOP  PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

   

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 

1. Memahami tugas dan fungsi perangkat daerah serta regulasi 

penyusunan perencanaan pembangunan daerah. 

2. Memiliki pengetahuan tentang dokumen perencanaan 
pembangunan daerah. 

3. Mampu menggunakan alat bantu kerja seperti 

komputer/laptop, perangkat lunak pengolah data dan 
jaringan/Internet 

4. Memiliki keterampilan teknis perencanaan, analisis 
program/kegiatan, dan pengolahan data. 

5. Memiliki pendidikan minimum sesuai jabatan fungsional 
perencana atau pelaksana perencanaan 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) 1. Komputer,  

2. Printer 

3. Jaringan Internet 

4. Alat Tulis Kantor 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

1. Jika Prosedur dilewati maka tujuan tidak tercapai dengan optimal 

2. Jika prosedur tidak berjalan akan menurunkan kepuasan masyarakat depan 

1. Disimpan sebagai rekap data perencanaan penganggaran 
2. Disimpan dalam bentuk hard file dan soft file 
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SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
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ttd 

Salinan sesuai dengan aslinya  
${jabatan_pengirim},          

 
 
 
       ${ttd_pengirim}    
 
 
 

${nama_pengirim}  
Pembina Utama Muda  
NIP. ${nip_pengirim}   

 

Haerudin, S.H., M.H.

Kepala Biro Hukum

197007291996031001

${ttd}
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